Konsepsi Politik Khalifah
pada Era Khulafa’ al-Rasyidin:

Tm]auan Semantik terhadap Term “Khilafah”

~ Syarif Hade Masyah’

Apabila ditelusuri dalam lembaran buku-buku
sejarah, sesungguhnya perjalanan politik umat
Islam masa awal tidak selamanya seindah yang
dibayangkan sebagian orang. Catatan sejarah
membuktikan banyak ‘noda-noda hitam’ yang
terbubuhkan menghiasi lembar-lembar itu. Bah-
kan panggung perpolitikan umat Islam telah
mengalami goncangan yang lumayan dahsyat,
beberapa saat setelah Nabi Muhammad saw
wafat.

Seperti diketahui, khilafah merupakan akar
permasalahan yang pada awalnya menjadi
penyebab terjadinya perpecahan di dalam tubuh
umat Islam. Persoalan mengenai “siapa yang
paling berhak menggantikan kepemimpinan
Nabi setelah mangkatnya Nabi” menjadi per-
masalahan paling serius, hingga berdampak ter-
polarisasikannya para sahabat ke dalam kubang-
. an primordialisme golongan.

Tidak hanya itu, permasalahan ini juga meng-
akibatkan munculnya faksi-faksi politik Islam yang
kemudian, pada titik tertentu, memicu lahirnya
aliran-aliran keagamaan, seperti Khawarij, Syi‘ah,
dan Murji‘ah.! Padahal aliran-aliran ini, pada awal-
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nya, murni lahir sebagai reaksi atas
perkembangan politik yang sedang
terjadi pada masanya. Karenanya,
masing-masing kelompok tersebut
mempunyai sudut pandang subyek-
tif yang berbeda satu sama lain
dalam memahami term ini.

Berangkat dari sini, sunguh
menarik jika berhasil ditelusuri: (1)
bagaimana posisi term “khilafah”
dalam Islam, (2) sejauh mana peran-
annya dalam percaturan perpoli-
tikan Islam, dan (3) perkembangan
term ini sepanjang sejarah Islam,
terutama pada era Khulafa’ Al-Ra-
syidin. Karena bagaimanapun term
“khilafah” telah menempati posisi
paling penting dalam peta politik
umat Islam masa awal.

Untuk membantu penulusuran
kajian ini—menurut hemat penu-
lis—ilmu semantik akan sangat ber-
manfaat untuk melihat bagaimana
secara semantis term “khilafah” be-
serta derivasi-derivasinya dipen-
garuhi oleh konteks di mana term
itu digunakan. Di samping bagai-
mana latar belakang sosio kultu-
ral kapan dan di mana term itu
berkembang serta mempengaruhi
maturasi term itu sendiri. Karenan-
ya, term ini harus dibiarkan berbi-

cara tentang dirinya secara mandi- -

ri sebagai teks, tanpa—seminimal
mungkin—ada intervensi interpre-
tasi dari pihak manapun termasuk
penulis.

“Khilafah” dalam Al-Qur'an
dan Hadis

Secara morfologis, khilafah meru-
pakan bentuk infinitif (mashdar)
dari kata khalafa. Sedang dalam tin-
jauan leksikografi, kata khalafa
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diberikan beberapa arti. Ada yang
mengartikannya sebagai seseorang
yang datang berikutnya.? Ada pula
yang mengartikannya sebagai sese-
orang yang menempati posisi
orang lain.® Ada yang lebih tegas
lagi menyebutkan bahwa kedatan-
gan orang itu telah berarti sebagai
pengganti.* Ibn al-Atsir mengata-
kan bahwa kata khalafa bisa dibaca
dalam dua versi, dengan men-
fathah-kan lam (khalafa) dan men-
sukun-kan lam (khalfu). Keduanya
sama-sama berarti setiap orang
yang datang setelah orang yang
berlalu. Bedanya jika dibaca de-
ngan men-fathah-kan lam berarti se-
bagai pengganti yang baik, sedang
jika dibaca dengan men-sukun-kan
lam berarti sebagai pengganti yang
tidak baik.’

Al-Raghib al-Ashfihani mengar-
tikan khilafah sebagai pergantian
kepemimpinan seseorang dikare-
nakan yang bersangkutan tidak
berada ditempat, atau telah me-
ninggal dunia, atau ia tidak mampu
lagi untuk memimpin, atau untuk
memberikan kesempatan kepada
yang lebih berhak.® Sedang khalifah,
Muhammad Murtadha al-Husain
al-Zabidi mengartikan sebagai pe-
nguasa tertinggi untuk keseluruhan
dunia Islam yang menggantikan
posisi penguasa sebelumnya, de-
ngan melaksanakan tugas-tugasnya.”

Derivasi kata khilafah yang ter-
dapat dalam al-Qur’an semuanya
berjumlah 127 ayat.? Beberapa kata
yang menonjol dalam tema ini, an-
tara lain, kata khalifah, khala'if, khu-
lafa’. Sedang kata khilafah sendiri
tidak ditemukan dalam al-Qur’an.
Kata khalifah terdapat pada dua tem-



pat (2:30; 38:26). Kata khala’if dise-
butkan dalam empat ayat (6:165;
10:13; 10:73; 35:39). Dan kata khu-
lafa’ terdapat di tiga tempat (7:69;
7:74; 27:63).

Dalam Hadis tentu jumlahnya
jauh lebih besar. Penelitian sekelom-
pok orientalis dengan editor A. J.
Wenschink terhadap kata khilafah
berikut derivasi-derivasinya yang
terdapat dalam al-kutub al-tis’ah (Sha-
hih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan
al-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan
al-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Al-Mu-
wattha’, Musnad Ahmad bin Hanbal,
Musnad al-Darimi) saja, ditemukan
ratusan kata.’ Seperti dalam al-
Qur’an, ada beberapa kata yang
menonjol dan relevan dengan tu-
lisan ini, antara lain, khalifah, khulafa’,
khalifatain, khilafah. Kata khilafah dite-
mukan lebih dari 40 Hadis. Kata
khulafa’ (bentuk plural) disebutkan
di 11 Hadis. Kata khalifatain (ben-
tuk dual) ditemukan di tiga tempat.
Sedang bentuk tunggalnya terdapat
di sekitar 68 Hadis.

Semua kata di atas berikut de-
rivasinya yang terdapat dalam al-
Qur’an dan beberapa hadis Nabi di
atas tidak semuanya dapat diarti-
kan mempunyai keterkaitan de-
ngan otoritas politik atau minimal
mengandung pengertian politik.
Karenanya, para ulama berbeda
pendapat apakah ayat-ayat dan
hadis-hadis dalam tema ini se-
muanya mengandung keterkaitan
antara urusan-urusan keagamaan
dan urusan-urusan politik, atau
tidak? Menurut Ibnu Taimiyah be-
berapa kata itu bermakna kepe-
mimpinan dan pemimpin (imamah
dan imam) atau kerajaan dan raja
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(mamlakah dan malik) dalam penger-
tian yang umum, dan sama sekali
tidak ada hubungannya dengan
perintah Ilahi semisal pengangka-
tan secara nubuwwah.'® Sementara
itu, beberapa ulama lainnya menye-
butkan bahwa beberapa kata itu
mempunyai keterkaitan langsung
yang menggabungkan antara uru-
san-urusan keagamaan dan urusan-
urusan politik.!

Dua kelompok ini mempunyai
argumen yang sama kuat. Ibnu
Taimiyah, misalnya, mengatakan
bahwa beberapa kata itu hanya
bermakna sebagai kekuasaan yang
digantikan. Karenanya, jika ada
orang yang menafsirkan beberapa
kata itu dengan tafsir yang teliti
dan mengambil teori politik yang
penting dari tafsirnya itu, maka
sungguh ia telah merendahkan
wahyu Ilahi dan realitas sejarah.!?
Karena banyak dari kata itu yang
jika ditafsirkan dengan pengertian
politik menjadi tidak bermakna.

Kelompok ini mengambil kata
khala’if yang terdapat dalam surat
al-A’raf, 69, 73, dan surat Yunus,
73, sebagai dasar argumen. Mere-
ka mengatakan bahwa maksud
dari kata khala’if di ayat-ayat terse-
but berarti orang-orang yang sela-
mat dari bencana azab Allah. Be-
nar, pemikiran yang munyembul
pada beberapa ayat tersebut men-
jelaskan bahwa Allah menjadikan
manusia untuk menjadi khalifah-
Nya di muka bumi, tidak dapat
disalahkan dalam tinjauan linguis-
tik. Namun hal ini terlampau jauh
dan asing sekali terjadi.

Sedang di lain pihak, kelompok
yang menganggap ada keterkaitan

29



Al-Turas, Vol. 7, No. 1, Januari 2002

dengan kekuasaan politik berargu-
men bahwa ada beberapa ayat dan
hadis yang di dalamnya terdapat
kata ini, jelas-jelas memberikan
kesan yang kuat bahwa maksud
dari ayat itu adalah kekuasaan poli-
tik. Ayat Hai Daud, sesungguhnya
Kami menjadikan kamu khalifah (pen-
guasa) di muka bumi (38:26), adalah
salah satu contoh ayat yang dijadi-
kan dasar argumen kelompok ini.
Menurut mereka, lanjutan ayat di
atas: dan berilah keputusan (perkara)
di antara manusia dengan adil, se-
makin menguatkan argumen itu.
Daud sendiri, seperti diketahui,
adalah seorang Nabi sekaligus se-
orang raja yang pada dirinya ter-
kumpul dua otoritas utama, otori-
tas politik dan agama.?

Mungkin sebagai jalan modera-
si, lebih tepat jika dikatakan term-
term ini mempunyai konsekuensi
semantik yang berbeda satu sama
lain, sesuai konteks kalimat dima-
na ia berbicara. Term khalifah pada
ayat: Ingatlah ketika Tuhanmu berfir-
man kepada para malaikat: Sesungguh-
nya Aku hendak menjadikan seorang
“khalifah” di muka bumi, (2:30), se-
cara semantis berbeda dengan term
khalifah yang terdapat pada ayat ten-
tang Daud sebelumnya. Begitu pula
term khalifah yang terdapat pada
hadis riwayat Muslim berikut: Ya
Allah, Engkaulah teman dalam perjalan-
an dan khalifah bagi keluarga,** kon-
sekuensi semantiknya berbeda se-
cara diametral dengan term khalifah
yang terdapat pada hadis riwayat
Muslim lainnya: Akan ada pada masa-
masa akhir ummatku seorang “khali-
fah” yang gemar menghambur-ham-
burkan harta kekayaan negara.'®
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Dari sini menjadi jelas bahwa
term-term ini baik yang terdapat
dalam al-Qur’an maupun hadis
tidak sepatutnya dipergunakan
untuk tujuan politik dan dijadikan
sebagai justifikasi suatu teori poli-
tik tertentu. Karena, jika ayat mau-
pun hadis itu dibaca baik-baik di-
sertai dengan melihat konteksnya
akan ditemukan maksud dari term-
term yang terkait dengan per-
masalahan khilafah bahwa Allah te-
lah menjadikan manusia dan me-
merintahkan kepadanya untuk me-
nata, melestarikan, dan memba-
ngun bumi sesuai dengan perintah
yang telah digariskan Allah.

Meski benar, bahwa sebagian
ayat maupun hadis dalam tema ini
terkandung pembicaraan mengenai
penyelenggaraan administrasi un-
tuk wilayah tertentu, seperti yang
dapat kita temukan dalam kasus
Daud. Namun kita pasti akan ter-
jebak dalam perangkap kesalahan,
ketika kita mengambil dari ayat
maupun hadis ini sebagai satu teori
politik tertentu. Dan itu sendiri
merupakan satu bentuk pelecehan
terhadap ketinggian derajat al-
Qur’an maupun hadis. Karena
keduanya tidak memberikan pe-
tunjuk secara eksplisit mengenai
teori yang terkait dengan konsti-
tusi politik dan sistem ketatanega-
raan dalam khilafah.

Perkembangan Term “Khilafah”
Pada Era Khulafa’ Al-Rasyidin
Era kekhilafahan dalam Islam
dimulai pada tahun 632 M. Peristi-
wa ini terjadi setelah wafatnya
Nabi Muhammad saw. Beliau tidak
memberikan wasiat apapun sepu-



tar tata cara pengangkatan dan
pelengseran seorang kepala nega-
ra, setelah kemangkatanya. Hal in
sempat menimbulkan pertentangan
di kalangan sahabat. Mereka mera-
sa kesulitan untuk menentukan sia-
pa figur yang paling tepat untuk
menggantikan kepemimpinan
Nabi.!6

Namun kekisruhan itu akhirn-
ya dapat diselesaikan juga yang
kemudian menghasilkan kesepa-
katan untuk mengangkat Abu Ba-
kar al-Shiddiq sebagai khalifah per-
tama pengganti Nabi. Mereka pun
lalu membai‘at Abu Bakar sebagai
khalifah.” Pengangkatan Abu
Bakar itu didasarkan atas pertim-
bangan bahwa Abu Bakar adalah
sahabat Nabi paling karib dan per-
nah menggantikan Nabi menjadi
imam shalat pada saat Nabi sedang
udzur sakit. Ini merupakan lemba-
ga pemerintahan pertama dan ter-
penting dalam sejarah Islam.

Setelah masa kekhilafahan Abu
Bakar (632-634 M) berakhir kare-
na beliau wafat, para sahabat men-
gangkat Umar bin al-Khattab se-
bagai khalifah pengganti melalui
wasiat yang dipesankan oleh Abu
Bakar. Selanjutnya, ketika kekhi-
lafahan Umar (634-644 M) dirasa
akan segera berakhir karena luka
parah yang diderita Umar akibat
upaya pembunuhan yang dilaku-
kan terhadap Umar, umat pun ke-
mudian menunjuk Usman bin Af-
fan sebagai khalifah. Usman men-
duduki jabatan ini dalam waktu
yang cukup lama, sekitar 12 tahun
(644-656 M). Usman pun harus
mengakhiri kekhilafahannya de-
ngan tragis. Beliau terbunuh.
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Berikutnya umat menyepakati Ali
bin Abi Talib sebagai khalifah. Pe-
merintahan Ali berjalan sampai
lima tahun (656-661 M). Akhir pe-
merintahannya hampir sama de-
ngan Usman. Beliau terbunuh dan
terlibat konflik yang berkepan-
jangan dengan seteru-seteru poli-
tiknya.

Menariknya, tiap khalifah pada
masa ini mempunyai model dan
karakteristik yang berbeda satu
sama lain dalam proses pembaiatan
mereka sebagai khalifah. Bahkan di
antara mereka berempat sebagian-
nya dipermasalahkan keabsahan-
nya menduduki posisi puncak itu
oleh beberapa kelompok. Namun
di atas itu semua, era ini dicatat
sejarah sebagai era yang benar-be-
nar dapat disebut sebagai era
kekhilafahan. Bahkan Nabi sendi-
ri pernah membatasi masa kekhi-
lafahan hanya sampai kurang lebih
tiga puluh tahun. Nabi bersabda,
Kekhilafahan sesudahku hanya akan
berlangsung selama tiga puluh tahun
dan selanjutnya diteruskan oleh ben-
tuk pemerintahan monarki.®

Jika dihitung secara keseluruhan
akan diketahui bahwa semenjak
permulaan kekhilafahan Abu Ba-
kar sampai berakhirnya masa
kekhilafahan Ali bin Talib jumlah-
nya kurang lebih sekitar tiga pu-
luh tahun. Era inilah disebut de-
ngan masa keemasan Islam dalam
sejarah Islam, setelah masa Nabi.

Ketika itu, “khilafah” dipahami
sebagai kepemimpinan pusat untuk
seluruh dunia Islam yang ber-
wenang mengatur urusan-urusan
keagamaan dan kepentingan du-
niawi. Karena khilafah pada era ini
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merupakan perwujudan dari inte-
grasi otoritas agama dan otoritas
politik dalam menegakkan pelak-
sanaan syari’ah Islam.

Pemerintahan era Khulafa’ Al-
Rasyidin merupakan pemerintahan
yang dihasilkan dari proses penak-
lukan-penaklukan yang dilakukan
oleh angkatan perang. Para amir
(gubernur) saat itu adalah para
komandan perang di mana mere-
ka dibawahi oleh seorang amir al-
mu’minin yang bertindak di satu sisi
sebagai pemimpin umum dan ket-
ua pelaksana penegakkan syari’ah
Islam, dan di sisi lain ia juga seo-
rang pemimpin kafilah-kafilah ten-
tara perang.

Karena upaya-upaya penak-
lukan wilayah kekuasaan ini di-
lakukan dalam rangka menyebar-
kan agama baru, maka setiap ke-
berhasilan bukan semata-mata un-
tuk dinikmati para amir atau pan-
glima-panglima angkatan perang.
Di samping itu, pada saat yang
sama mereka adalah tokoh-tokoh
agama di kalangan sahabat.”” Me-
mang penaklukan-penaklukan itu
semenjak awal ditujukan untuk se-
mata-mata penyebaran agama dan
bukan untuk kepentingan pribadi
atau golongan. ‘

Para khalifah itu dalam men-
jalankan kekuasaannya selalu di-
dasarkan atas nama dan bimbingan
agama. Dengan tuntunan agama
pula mereka berpegang teguh
dalam penyelenggaraan syari’ah.
Dan darinya pula mereka mencari
ketetapan dan pengarahan. Pada
era ini agama berposisi sebagai
pengatur jalannya laju politik dan
memberikan pertimbangan utama.
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Politik dijadikan sebagai penge-
jawantahan agama dan selalu patuh
padanya. Integrasi inilah yang ter-
jadi antara para amir dan ulama
serta antara agama dan politik.

Uniknya, para khalifah pada era
ini merasa jengah disebut sebagai
khalifatullah fi al-ardhi, seperti yang
lazim dipakai oleh beberapa khali-
fah era Abbasiyyah. Memang tidak
semua ulama bersepakat mengenai
kebolehan menyebut seorang ma-
nusia sebagai khalifatullah. Mereka
takut salah dalam menggunakan
gelar sakral itu, apalagi hanya un-
tuk tujuan-tujuan duniawi sesaat.

Ketika Abu Bakar telah dibaiat,
masyarakat yang ada saat itu me-
manggilnya dengan panggilan khal-
ifatullah. Tampak dalam rekaman
sejarah bahwa Abu Bakar kurang
berkenan dengan panggilan itu dan
menyarankan untuk memanggil-
nya dengan sebutan khalifah rasu-
lillah.®® Dan ini terus berlangsung
hingga ia menghembuskan nafas
terakhirnya.

Begitu pula yang terjadi ketika
Umar bin al-Khattab dibaiat oleh
umat. Para sahabat memanggilnya
dengan sebutan khalifah rasulillah.
Umar pun menolak sebutan ini,
karena menurutnya ia adalah
pengganti kepemimpinan Abu
Bakar bukan kepemimpinan Nabi.
Umar pun lalu dipanggil dengan
julukan khalifatu khalifati rasulillah.
Namun kemudian ada pertim-
bangan teknis menyangkut jika ju-
lukan itu benar-benar diper-
gunakan untuk seterusnya dengan
penyesuaian-penyesuaian seper-
lunya, maka julukan itu akan sangat
panjang.



Akhirnya para sahabat mencari
nama lain yang lebih cocok dan fle-
ksibel. Lalu disepakatilah panggi-
lan amir al-mu’minin. Panggilan ini
diterima secara luas oleh ma-
syarakat dan dipergunakan oleh
para khalifah sesudahnya. Hanya
saja tidak satu pun para khalifah
dari dinasti Umayyah yang mem-
pergunakan julukan ini sebagai ju-
lukan resmi dalam pemerintahan-
nya.

Berbeda dengan itu, kalangan
Syi’ah lebih suka mempergunakan
term imam Khususnya pada Ali bin
Abi Talib. Hal ini mereka lakukan
karena mereka menganggap Ali-
lah orang yang paling berhak men-
jadi imam dalam shalat ketika Ra-
sul berhalangan daripada Abu
Bakar.? Julukan ini sendiri bermak-
sud memberi justifikasi sepenuhnya
kepada Ali tentang kepalingabsah-
annya menempati posisi penting
itu. Julukan yang sama juga mere-
ka berikan kepada orang-orang
yang mereka anggap sebagai pene-
rus Ali

Uraian di atas menunjukkan
bahwa para khalifah pada masaa ini
dalam menyelenggarakan peme-
rintahnnya memposisikan diri se-
bagai khalifah rasulillah (pengganti
kepemimpinan rasul) dan bukan
sebagai khalifatullah. Mereka juga
menolak dikatakan sebagai peng-
ganti titah Allah dalam melaksa-
nakan pemerintahannya. Mereka
pun bahkan menolak secara tegas
panggilan atau apapun yang men-
garah ke arah itu. Mereka sendiri
merasa takut dianggap sebagai khu-
lafa’ Allah. Karena mereka hanyalah
manusia biasa yang tidak terbebas
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dari dosa (ma’shum) serta tempat
salah dan dosa.?? Karenanya, kita
lalu menemui pemikiran yang de-
ngan tegas menolak perwakilan
dari Allah dalam kekuasaan poli-
tik.

Syeikh Abu al-A’la al-Maududi
dalam bukunya Al-Khilafah wa al-
Mulk meletakkan beberapa karak-
terisitik pokok suatu negara khila-
fah. Pertama, kepemimpinan nega-
ra itu diperoleh melalui hasil pe-
milihan. Kedua, pemerintahannya
berlandaskan musyawarah. Ketiga,
kekhilafahan selalu memandang
penting adanya lembaga kas nega-
ra (bait al-mal). Dan lembaga itu
dianggap sebagai amanat Ilahi, se-
hingga siapapun—termasuk khali-
fah— tidak boleh memanfaatkan
uang kas lembaga itu untuk tujuan
pribadi. Keempat, para khalifah
menempatan undang-undang dan
hukum di tempat yang tinggi. Me-
reka pun memberikan kebebasan
kepada para hakim dalam mene-
tapkan keputusan hukum, meski itu
nantinya akan membahayakan
mereka sendiri. Kelima, adanya
prinsip-prinsip persamaan (al-
musawah) dan ditinggalkannya fa-
natisme (al-ashabiyyah). Keenam, pe-
merintahannya berdiri di atas prin-
sip-prinsip demokrasi, seperti ke-
bebasan penuh dalam mengkritik
dan mengungkapkan pendapat.
Ketujuh, adanya hubungan yang
erat antara para khalifah dan rak-
yat, dan bahkan hampir tidak ada
perbedaan status di antara mere-
ka.?

Menurut John L Esposito,
umumnya bentuk pemerintahan
pada masa ini mengikuti bentuk, te-
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ladan, dan contoh dari Muham-
mad. Para khalifahnya juga secara
langsung melakukan pengawasan
politik, hukum, tentara, dan hal-hal
yang dapat berpengaruh secara
luas terhadap kehidupan kaum
muslimin.? Proses pemilihan mere-
ka menjadi khalifah juga dilandasi
semangat musyawarah. Selain itu,
ketika menghadapi permasalahan
sosial yang rumit terutama me-
nyangkut perselisihan pendapat
dan memutuskan pertikaian, mere-
ka selalu meminta petunjuk.dari
para sahabat senior, baik secara
pribadi maupun dalam forum
resmi.”

- Sepeti dijelaskan di atas bahwa
era ini merupakan era keemasan
sepanjang sejarah politik Islam se-
telah era kenabian. Tapi sayangn-
ya, seperti dikemukakan Robert N.
Bellah, bahwa era ini terlalu maju
melampaui masanya (too modern to
succeed), sehingga akhirnya jatuh
juga ke era kemunduran.?® Dalam
semangat yang sama, banyak sekali
para pengkritik Islam yang mem-
berikan kritiknya terkait dengan
persoalan terbunuhnya beberapa
khalifah pada era ini. Mereka me-
ngatakan, Jika benar Islam itu me-
rupakan agama yang sempurna,
tapi mengapa para Khulafa’ Al-Ra-
syidin—kecuali Abu Bakar—harus
terbunuh dengan kematian yang
tidak alami?

Pengertian pemerintahan khilafah
pada era ini sangat khas dan sepe-
nuhnya berbeda dengan model
kekuasaan-kekuasaan tertinggi
lainnya dalam menjalankan peme-
rintahan konstitusionalnya. Khilafah
merupakan kekuasaan tertinggi
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yang mengurusi urusan-urusan
agama dan dunia. Karenanya, se-
lain mengurusi urusan-urusan yang
menyangkut urusan politik kera-
jaan dan urusan-urusan kedunia-
wian lainnya, seorang khalifah juga
harus mengurusi kepemimpinan
shalat, penyelenggaraan haji, mem-
beri izin ditegakkannya simbol-
simbol agama di mesjid, menyam-
paikan khutbah pada hari Jum’at
dan setiap hari raya, serta urusan-
urusan keagamaan lainnya.”
Segala urusan yang ada pada
era ini semuanya diacu untuk ke-
pentingan rakyat. Dan itu pula
yang menjadi tujuan utama dari
pengangkatan dan pembaiatan
seseorang menjadi khalifah. Dari
deskripsi ini dapat dibuat kesim-
pulan ringan bahwa pada era ini
tidak ada sedikit pun urusan aga-
ma yang tidak mempunyai keter-
kaitan erat dengan urusan keba-
hagian seseorang di dunianya.
Meskipun kekuasaan seorang
khalifah tampak begitu luas dan
meliputi urusan-urusan keaga-
maan, bukan berarti dapat dengan
begitu saja menjadikan seorang
khalifah lalu memiliki kekuatan
ghaib serta mempunyai hubungan
langsung dengan Tuhan—seperti
yang dipahami oleh sebagaian
orang Syi’ah. Mereka hanyalah se-
orang muslim biasa yang menda-
pat amanat untuk mengemban
urusan-urusan kaum muslimin, ser-
ta berhak memperoleh hak kepa-
tuhan dari rakyatnya. Karenaya,
jika ada sifat ketuhanan yang disan-
darkan kepada kepemimpinan ter-
tinggi dalam pemerintahan Islam
oleh beberapa orang untuk tujuan



pemujaan urusan para khalifah,
sungguh tidak memiliki dasar sedi-
kit pun dari agama. Dalam Islam,
tidak ada kekuasaan agama kecua-
li kekuasaan yang didasari atas
nasehat dan semangat dakwah.
Ada beberapa kaidah umum
dalam pembaiatan empat Khulafa’
Al-Rasyidin. Pertama, pengangkat-
an seorang pemimpin merupakan
sesuatu keharusan yang mutlak
diperlukan oleh kaum muslimin.
Kedua, pengangkatan itu dilaksa-
nakan oleh lembaga legislatif (ahl
al-hall wa al-aqd). Ketiga, khilafah
bukanlah merupakan sesuatu yang
diperoleh melalui pewarisan. Ke-
empat, para khalifah pada era ini
mau menerima posisi ini demi men-
jaga agar tidak muncul fitnah (per-
ang saudara). Mereka sesungguh-
nya pada awalnya tidak mengh-
endaki posisi ini. Kelima, baiat di-
laksanakan secara terbuka di depan
masyarakat pada umumnya. Ke-
enam, para khalifah setelah men-
jalani prosesi bai’at, menyampai-
kan pidato singkat di depan mesjid
di mana dijelaskan pola pemerin-
tahan yang akan segera berjalan..
Ketujuh, masyarakat membaiat se-
cara bersama-sama di depan mes-
jid. Kedelapan, kriteria pemilihan
khalifah bukan didasarai atas prin-
sip geneologi (nasab), senioritas,
atau reputasinya di tengah-tengah
masyarakat. Kriteria seorang kha-
lifah labih ditentukan berdasarkan
kapabilitas yang bersangkutan
dalam memahami agama dan kre-
dibilitas moral, di samping yang
bersangkutan diharapkan termasuk
orang-orang dalam baris pertama
yang menyatakan memeluk Islam.

Konsepsi Politik Khalifah

Mereka juga diharuskan merupa-
kan orang-orang kepercayaan Nabi
Muhammad saw.

Pada era ini, Islam berhasil me-
lebarkan sayap dengan penaklukan
dan perluasan wilayah yang di-
pimpin langsung oleh para khali-
fahnya. Uniknya, term khalifah
sendiri sesungguhnya merupakan
term darurat yang terpaksa di-
gunakan untuk menjawab tuntut-
an zaman. Para khalifah di era ini
meskipun bertugas sebagai pelak-
sana harian yang mengurusi urus-
an komunitas Islam, tapi mereka
tidak mempunyai hak sedikit pun
terkait dengan persoalan agama
baik untuk mengeluarkan hukum
maupun mendifinisikan hal-hal teo-
logis. Mereka hanya mempunyai
hak sebagai pelaksana dan penjaga
jalannya roda syari’ah.

Penutup

Term khilafah merupakan term
penting dalam panggung perpoli-
tikan Islam. Term ini mulai diper-
gunakan secara praktis setelah
Nabi Muhammad saw wafat. Sebe-
lumnya istilah ini hanya ditemukan
secara tertulis dalam al-Qur’an dan
beberapa hadis. Menariknya bah-
wa banyak orang menganggap
term ini selalu mempunyai kono-
tasi politik. Padahal sesungguhnya
term ini tidak selalu membawa
konsekuensi demikian. Bahkan
pada beberapa kasus, pengertian
term ini akan sangat kabur jika di-
tafsirkan dengan pendekatan poli-
tis.

Pengertian semantis term khilafah
pada sebuah hadis yang ditengga-
rai sebagai hadis yang tidak oten-
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tik telah berakhir pada 40 tahun
pertama Hijrah, setelah runtuhnya
rezim Khulafa’ Al-Rasyidin. Kare-
na Nabi sendiri pada hadis itu ha-
nya membatasi berjalannya peme-
rintahan khilafah hanya sampai
tiga puluh tahun, setelah beliau
meninggal dunia. Jadi meskipun
ada beberapa pemerintahan setelah
Khulafa’ Al-Rasyidin yang meng-
klaim pemerintahannya berbentuk
khilafah atau para pengusanya
menjuluki diri mereka dengan ge-
lar khalifah, tidaklah serta merta

kemudian dapat dikatakan bahwa
mereka itu telah melaksanakan pe-
merintahan khilafah yang sebe-
narnya. Karena pada kenyataan-
nya, klaim-klaim itu hanya dijadi-
kan sebagai alat justifikasi untuk
kelanggengan kekuasaan mereka.
Bahkan bentuk pemerintahan dan
polanya memerintah tidak ada
beda dengan model monarkhi. Ka-
renanya, satu-satunya era yang
benar-benar menjalankan sistem
khilafah dengan benar adalah masa
Khulafa” Al-Rasyidin.

D. Sirojuddin AR, “Kedigdayaan Kalam™, mixed media, 1999
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